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BABV 

PENUTUP 

A. Kesimpnfan 

Pada gilirnnnya studi analisa ini memang hams ada kesimpulmmya, maka tanpa 

mengunmgi hal-hal ~mbslanlifdcu1j uga lm1pamen~se:uuping):<e:m kompleksilm; pe1rnas~tlahm1, 

studi ini dapat disimpulk;m sebagai berikut .· 

l. .Prnkksi adalah kebijakm1 negcu·a ye:mg beriujmm unluk tmdindungi mala dage:mgcu1 basil 

industri dalam negri dari persaingnn bnnmg imp or yang sejenis. Hal ini bisa dilalmlrnn 

mdalui tm·if bea masuk krhadap bcu«mg-b;mmg impor, alau mdalui sm·<ma non l<u-if - ' - . 

sepreti lrnota, sub sidi atau kelembagaan lainnya yang betujunn untuk memberi 

perlindungarL Hal ini tidak berlenl<mgm1 deng<m prinsip ekonomi lshun, sebab keb~jake:m 

ini berntjmm untuk menciptalmn kenms!ahatan dnn keseimbangm1 dalmn masyarnkat. 

2. Prolehi i;ebagai kebijakan y<mg berlumpu pada tmmfaal ycu1g ake:m dicapainya, iajuga 

mempunyai dampal< ynngj ustrn me111gikan, terlepas apakah proteksi itu hanya diberilmn 

kepada onmg-onmg lerientu alau tidctl(, y<tlmi ia akan mengunmgi daya saing di pas<u-

intemasional dnn banyak menup1buhJrnn pengnsaha 1mmja serta selaln tergantung pada 

payung perl imlung<m. 

3. Hokum proteksi pada awaJnya adalah h<lfrnni akan tetapi jika dalrun keadaru1 dru1irat 

dan dis eriai dengan ad<mya periimbangan, maka protehi diperbolehkm1 smnpai 

masyan tlrnt siap untuk ko1npetitif daJam percaturru1 perdagm1g<m dipasar internasional. 
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... 
B. Saran-saran 

Dalruu menyikapi persoalan ini harus adakesadaran bersrunabahwa proteksi adalah 

mempakru1 persoalan nasional, clan bukan hru1ya persoalan clan tanggw1gjawab pemerin

tah belaka. Oleh sebab itulah semoga saran-sarru1 berikut bisa menjadi suatu langkah 

konghit dalruu menghadapi persoalan yang ada 

1. Dengan adanya keuntw1gan maupw1 kemgian, pengurangan seria pembatasan proteksi 

mempakru1 kehamsan yang sulit ditawar, oleh karena itu pemerintah hams secepat 

mungkin membuat kemudahru1 dalam kebij akan fiskal maupun kebij akan moneter sebagai 

gru1tinya kebijakan tru·if yru1g dihapus agar nantinya semua kalru1gilll bisa mencapai 

efesiensi perusahannya. 

2. Dalammengmnbil kebijakan nasional, pemerintal1hendaknyamemperhatikan kebijakan

kebijakan sebeltuunya yang pada taraf implementasinya mesti menimbulkan polemik 

yang lebihbesm·, clan dari sanalal1bolehjadi peme1intah akanmendulangbany~masukan 

yru1g barru1gkali beguna untuk pembuatan kebijakru1 nasional se lrntjutnya. 

3. Segala bentuk bu<laya bisnis kekeluargaan hams secepatnya ditinggalkan mengingat hal 

ini hanya akm1 membawa kehancurn, se b alilmya p emerintah hendaknya selal u mel i b atkan 

rakyat (pihak terkait) dalan1 setiap kali hendak menentukan pilihan. Sebab bagaimana 

pun selmuh rakyat(trn1pa terkecuali) bertanggm1gjawab dan bekewaj ibru1 sama terhadap 

maju nmndumya bangsa clan negara ini . Juga pemerintal1 perlu mengembalikan kekua

tan lembaga rakyat agar selalu akomodatifterhadap aspirasi-konstmktif dari kekuatan 

sosial di !urn· dewan temtruna dari pelaku ekonominya 
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